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PERATURAN. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

[BUKOTA. JAKARTA
NOMOR 110 TAMUN 2010
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANSAS! DAN TATA KERJA

UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG WMAHA ESA

GUBERNUR PROVING DAERAH KHISUS IBUKQTA JAKARTA,

Menimbang

Mengmgat

bahwa urtuk melaksanakan ketentuan Peasal 148 Pecaturan Daewh
Nowor 10 Tahun 2008 tentang Organisas) Perangkat. Daerah dan Pasal 48
Peratuan Gubemnur Nomor 97 Tahun 2009 entang Qrganisasi dan
Tata Karja Dinas Perhubungan, perlt menetapkan Peraturan Gubemur

tenfang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola
Perparikiran;

1

UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1992;

Undamg-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Uskdang Nomor 1 Tashun 2004 tentang Perbendcharaan
Negara;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembertukan
Peratuwran Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomar 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggurig Jawab Pengelolaan Keuangan Negars,

Undarg-Undapg ‘Nomor 32 Tahun 2004 temtang Pemerintahan |
Daerah sebagaimana telah beborapa kall diubah, terakbir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008,



7.

10.

11,

12.

13.

14,

1.

18.

17.

18.

19.

ndang. Nomor 28 Tahun 2007 ‘entang Pemerintahan

Provinsi Daerah Khusus foukota Jakarta sabaga Ibukota Negera

Kesatuan Republik Indonesia;

Undang-Undang MNomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
Angkutan Jalam

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pangololaan
Keuangan Badan Layanan Umur;

Peraturan Pemeritah Nomaor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

- Provins] dan Pemerintahan Daerah Kabupatan/ota;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pangelolaan
Uang Negaa/Dacrah;

Peraturan Pemedirtah Nomor A1 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah:

Peraturan Memteri Dalam Neger Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengeloldan Keusngan Daesh, sebagaimana ‘slah
diubah dengan Peraturan Merder Dalam Negerl Nomor 28 Tahun 2007

Peraturan Menberi Dalam Neger Nomor @1 Tshun 2007 tertang

Padoman Teknis Pengellaan Kauangan SKPDAKPD yang menerapkan
PPI-BLUD;

Paraumn Menteri Negara Pendayagunaan Aparshir Negara Nomor
PERAO2/M PANM/2007 temtang Pedoman Omeanisasi Satuan Kera
di Lingkungan Ihstansi Pemernith yang Menerspkan Pola
Pengaiolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Peraturar Menterd Dalam Negoart Nomor 45 Tghun 2008 tentang
Pola Organisasi Perangkat Daarah Provinsl Daerah Khusus lbukota
Jakara,

Peraturan Daersh Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, Kereta Apl, Sungai dan Danau serta Petysberangan
& Propinsi Daerah Khusus thukota Jakarta;

Peraturan Deerah Nomor § Tahun 2007 tertang Pols Pengeiobian
Keuangan Daerah;

Perabwan Daemh Nomor 18 Tahun 2008 tentang Onganieasi
Perangkat Daerah;

Pergluran Gubemur Nomor 72 Tahwun 2007 tentang Pegawai Non
Pagawal Negeri Sipll Satuen Kerja Perarigkat Daerah/Unit Kerja
Perangkat Diaerah yang Menerapkan Pola Fengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerch Pmwinsl Daefah Khusus Pukota

Jakarta,
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Peraturan Gubermur Nomor 106 Tahun 2008 temtang Pola
Penjgelolaan Keuzngan Badan Layanan Umnum Daerah;

22. Perguran Gubermur Nomor @7 Tahum 2009 tentang Organisasi dan

Menatapkan :

Tsta Kerje Dinas Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISAS

PAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasat 1

Dalam Peratwran Gubermur ini yang. dimaksud dengan

1.

2

10.

1.

Daerah adalah Provinsi Daergh Khusus Tbukota Jakarta,

Gubermur adaah Kepala Daerah Provinsi Dasrah Khusus [bukota
Jakarta.

Sekretariat Dserah adaah Sekretariat Daerah Provinsi Daersh
Khusus |bukota Jakarta,

hmuat adaish Inspekioral Provinsi Daerah Khusus bukota
Ja .

Badan Penpelota Keuangan Daerah yang selanjulnya disingkat BPKD
adaah Bodan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

Badan Kepegawsian Daerah yang salanjutnys disingkat BKD -adalah
Badan Kepegawslan Daergh Provinsi Daerah Khusus bukola Jakarta.

Biro Organisasi dan Tatalaksana yang salanjubnya disebut Biro Ortala

adalah Bim Owganisasl don Tatalaksana Sekretarlat Caerah Provinsi

Daerah Khusus tbuknta Jakarta.

Dinas Perwbungan adaah Dinas Pertubungan Provinsi Daerah
Khusus bukola Jakarta

Kepaa Dinas adalgh Kepala Dinas Perhubungan Provinst Daarah
Khusus bukota Jakarta,

Unit Pengelola Perparkiran yang juga disebut Unit Pengelota adatah
Unk Pengdota Perparidran Dinas Perhthungan,

Kepala Unit adaiah Kepala Linit Pengelola Perparkiran



12. Satuan Pengawas intemal adalah Satuan Pengawas hiemal Unit
Pengedola Pesparkiran.

13. Pegawai Non Pogawai Negen Sipil addah Pegawai Non Peguwai
Negedi Sipil pada Ut Pengelola Perparkiran

14, Parkir adalah Temnpat memarkikan kendaraan bermotor di wikayah
kola Jakarta.

BAB 01
PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Gubernu ini dibentuk Unit Pengelola Perparkiran.

BAR i
KEDUDHUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

{1) Unt Pengeiola Perparkiran merupakan Unit Pdaksana Taknls Dinss
Perhubungan dslemn pelaksanaan pengelolaan parparkiran.

(2) Unit Pengetola Perparkian dipimpin ofeh searang Kaepala Unit yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas

Pasal 4
{1) Unit Pengslola Perparkiran mempunyal tugas mengelola perparkiran

Ghiuk - menvelenggarakan ugas sebegaimana dimakswd pada ayat (1),
Pimilciola Pearparkiran mempurvai fungsi !

A penyusunan Rencana Kers dan Anggaran (RICA) dan Dokumen

Petaksmklggaran (DPA) Unit Pengelala Perparkiran; _
pelaksanasn Pelaksanaan Anggaran (DPA}  Unit
Pangelola Perparld-rm

petiyusunon rencana strategis Unit Perigelola Perparkisan;
penyusunan standar dan prosedur pelayanan pemparkiran;
penyusunan mncana kebuluhan penyediean, pemeliharaan can
perawaian prassrana dan sarana perparkivan;

pelayanan perizinan perpamrm

pelaksanaan perhitungan biaya jasa pelayanan perparkiran;
-penyelenggaraan palayanan porparkican -3 mpat parki;
pengaturan tekms kelancasan aiu flinkas di tempat parkir;
permungutan, penyetoran, pelaporan dan  pertanggungjawaban
penetimann retribusi parkir,

palaksanaan kooriinas! pengawasan, pengendsksr dan pereriiban
pankir,
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¢li terpral porkir;

pelaksanaan monitorng, pengawasan lokasi dan pembmnaan

penyelenggaraon perparkiran di uar badan jalan; ,

pelaksanaan penyediaan, pomnéiiiaraan dan perawaian prasarana
dan sarana parkir milik pemerintah deerah

palaksanaan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan
perparkiran pada badan jalan dan Tuar badan jalarg

pelaksanaan keja sama penggolaan perpaiiran dengan pihvak
ketiga/swasta,

pelaksanaan karja sama teknis pengelofaan perparkiran;
pelaksanaan pubikes: keglatan

pengedolaan teknokogi informasi Unit Pengelola Perparkiran;
pelaksanaan kegiatan ketatarsahaan;

peiksanaan pengeloiaan kepegawaian, keuangan dan bamang
parwiapan bahan laporan Dinas yang berkailan dengen tugas dan
fungsi Unil Pengelda Perparkivan; dan

fpﬁw_ dan mempertanggungiawabkan pelaksansan tugas dan
ungs.

BAB IV
Bagoan Kesdau
ORGANSAS)

Susunan Omanisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Unik Pengelola Perparkitan terdir dari:
a ¥epala tUmit.

b

Tata Usaha.

¢ Subbagian Keuangan.
d. Seksi Pelayanan,
e Seksi Prasgrana dan Sarana.

L4

Satuan Pengawas ntemal,

(2) Bagan Susunan Organisasi Unt Pesgolola Perparidran sebagaimana
lescantum dalam Lampiran | Peraturan Gubsmur ing

Bagian Kedua
Pasal 8

Kepaa Uit mompumyal tugas:

a Mmemimpn dan mengomﬂmaskm pelaksanaan iugas dan fungsi Unit
Pengelola Perparkiran sebagaimana dimaksud dalan Pasal 4

b

MErKIOOTAInasikan
Pengawas intemal,

peldksanaan ftugas Subbaglan, Seksi dan Satuan



¢. melaksanadan kootdinasi dan kefja sama dengan Satuan Kevja

Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kera Pemangkat Daerah (UKPD)
danfatau nstansi dalam rangr.a pelaksanaan tugas dan fungal Unit

Pengelola Perparkiran, dan
d melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fungsi Uit Pengelola Perpankira,

Bagian Keiga
Subbagian Tata Usaha
Pasa 7

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan Saluen Kefa Staf dalam
pelaksansan administasl umum Unil Pengelola Perparkiran,

{2) Suwbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kopala Subbagian yang
berkecuduksn & bawsh dan bertanggung jawseb kepada Kepala Unlt,

{3) Subbagian Tala Usaha mempunyai fugas:

a menyusun bshen Rencana Kedga cdan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan  Anggaran (DPA) Unit  Pangelola

Perparkiran sesuai dengan Inglup tugasnya;

melaksanakan Dolumen Pelaksanaan Anggaman (DPA) Unit

Pangelota Perparkiran sesud dengsan Ifnqkup tugasnya

melaksanakan kegstan surst menyurd dan

melaksanakan pengelolaan kepagawaian dan ruang rﬂpat.

melaksanskan pemelharman dan perawatan prasarana dan

sarana kerjg

melaksanakan pengelolaan telhologf Infomasi Unit Pangelola

Perparkiran

g menjaga keamanan, keleriban, keindahan den kebersihan kantor
Unit Pengelola Pemarkicar

h  menghimpun, menganalisis. dan mengaukan kebutuhan inventarts
peraatan/perionghapan kankar Unit Pengelola Perparkiran;

P menefima, menyimpan dan mendistribuskan pedenpk apanipesiat n/

inventais kantor Unit Pengelola Pemparkiran;

melaksanakan koordnasl penghapusan berang:

mengoordnasikan penyusunan formula pemberian imbelan Jasa

kepada pegawa dan juru parkir;

L menyiapkan bahan taporan Unit Pengelola Perpatkiran yang
boerkaitan dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan

m. melaporkan dan ‘mempertanggungiawabkan pefaksanaan tugas
Siubbagian Tata Usaha.

san o
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{4) Unfuk mempenancar dan mengoplimalkan pelaksanaan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sarta membantu Kepala
Subbagian Tata Usaha chpat diangkat 2 (dua) orang ‘Penanggung
Jawabmgasteﬂenhdew;ansebﬂanmds&sumkanm
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Subbagian Tota Uisaha,

(5} Penanggung Jewab schagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan
Jabatan sirukiural, diangkatl dan diberhentikan oleh Kepala Unit.



(6) Sebutan dan uraian tugas penangoung jawab sebagatmana dimaksud

pada ayat {3) dan ayat (3) ditetapkan Kepaa Unit atas usul Kepala
Subbagian Tata Usaha

Bagian Weampat
Subbagian Keuangan
Pasal 8

(1} Subbagan Keuangan mempakan Salwan Kerja Staf Unit Pengelola
Pemaridan datam pelok sanaan pengelokian keuangan dan perencanaan,

(2} Subbagian ‘Keuangan dpimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan & bawsh dan bertanggung jaweb kepada Kepala Unit

{3} Subbagian Kevangan mempunyai tugas:

a

=
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menyusun ‘bahan Rencana Keffa dan Anggaran  (RKA)} dan
Dolumen Pelaksanaan Anggaan {DPA) Unit  Pengelok

Perparkiran sesuai dengan ingkup tugasnya,

melaksanakan Dolaxmen Pelaksanasn Anggaran (OPA) Undt
Pengebla Perpakiran sesud dengan finglup tugmréya.
mengoordinasitan perryusunan Rencana Ket. Anggaran
(RKA} dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran {DFA} sorta rencana
strategis Und Pengalola Perparkirarn;

malaksanakan mosionng, pengendafian dan evaluasi pelaksanaan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit  Pengelola
Pemarkiran;

menerima dan menel kelengkapan sefta memproses Surat
Permintaan Pembayaran (SPPY;

menerma dan ‘menclll kelengkapan dan memposes pengajuan
Sural Peontah Membavar {SPMY;

menarima, mencatat, membukukan dan melaporkan penerimaan
dan pengelolaan Unit Pengelola Perparkiran;

menghimpun dan marryusun bahan pertangpungiarEban keuangan,
mengiwnoun baban dan mengoordinasikan ponyusunan laporan
keuangan, kineria, kegidan dan akuntablifaa Unit Pengelola
Perparkiran;

melakukan anafisis dan evakasi nilal dan manfaat asel Unit
Pengeiola \

mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan konsuitagi fteknis
kepada bendahars;

enyusun perhitungan besaran 1arf relrbusi parkir dan biaya

parkir,

. menyiapkan bahan bporan Unit Pangelola Porparkiran yang

berkaitan dengan tugas Stbbagian Keuangary dan
melaparkan dan mempertanggundfawabkan pelaksanaan fugas
‘Subbagian Keuangan

(4 Untuk mempedancar dan mengoptimatkan pelaksanaan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta membantu Kepala
Subbagian ‘Kevangan dapat diangkat 2 (dua) orang Penanggung
Jawab tugas tertenlu dengan sebilan yang dsesuakan yang
berkedudukan ¢ bawah dan beranggung jawab kepada Kepda
Subbagian Keuangan.



(5) Peranggung Jawab sebagaimena dimaksud pada ayat (4) bukan
jabatan struldural, diangkat dan dibarhentien oleh Kepala Unit

(8) Sebutan dan uratan fugas penanggung jawab sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dan aya (5) ditetapkan Kepda Unit atas usul Kepala
Subbagian Keuangan

Bagian Kefima
Seksi Pelayanan
Pagal 9

(1)Seksi Polayanan merupakan Satuan Kerja Lini Unit Pengelola
Perparkiran dalamn pelaksanaan keglatan pelayanan perparkiran,

{25 Seksi Pelayanan dipkmpin deb seoang Kepaka Seksi yanp
berkedudukan di bawah dan bettangqung jawab kepada Kepda Unit.

(3) Seksi Pelayanan mempurryat tugas :

a menyusin bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) don
‘Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran (DPA)  Unit  Pangelola

b melsksanalan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit
Pengelola Perparkiran sesuai dengan ngkup tugasnys;

¢ menyusun dan mengusullkan slandar operasional petayanan -dan
standar pelayanan,

d memiasilasi kegiatan kerja sama dalam rangka pemanfaatan
lahan perparkiran;

e menyusun dan mengusulkan pemaniastan dan penggunaan
perparkiran,

f mengendalkan dan mengawasi pelaksanaan standar operasional
prosedur dan standar pelaysnan;

g memusun bahen perhitungan biaya jasa pelayanan parkir.

h melaksanakan pengendalian, pengawasan, penertiban dl fempat
parkir tepi jalan, Engkungan parke, pelataran parkir dan gedung
parkir milik Pemerintah Daerabh dan di iuar badan jaan;

i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pengendalian, pengawasan
dan penertiban dengan nstansh terkait;

} melzksanakan kegiatan pengembangan parfisipas! masyarakat
dalam tentih parkdic;

k. menampung dan manindakianili pangaduan pelayanan parparkiran
dari masyarakat;

1  memproses pemmochonan rin penyelenggaraan perpariivan di juar

m melaksanakan pembinaan dan penertiban ferhadap pelanggaran
penyslenggaraan perparkiran of uar badan jatan

1 melaksanakan pemungutan,  pernbukuan  dan  penyetoran
penerimaan parkir;

o melaksanakan kegiaan pelayanan parkic 3 tepi jalan, lingkungan
parkir, pelataran parkir dan gedung parkie milik Pemerintab Daorah:
dan di hsar badan jalar;



p. melaksanakan pelayanan pefparkiran d lokasi pakir atas kerja
5ama Jdengan pihak ketiox

q memispkan bahen laporan Uni Pengelola Perparkican yang
berkitan dengan pelaksanaan tugas Saksi Pelayanam; dan

r. melaporkan dan mempertnggungiawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Pelayanan,

{4) Untuk  mempedancar  dan mengopfimalkan  peleksanaan  Gugas
sebagaimnana dimaksud pada ayat (3) serta membantu Kepala Seksl
Pelayanan pada 5 (#ma) wilayah Kol Adminisiresi dan fugas
pengendalian dan penerfiban pelayanan perparkiran dapat diangksat
?{tm}mwmmmmdmm

serta berkeduduian dl bawah dan bertanggung jawab kepada Kepda
Seksi Pelayanan. :

{5) Dengan ‘memperhatikan potens! partdr, kKarakleristik, Jokasi parklr dan
Wugs wiayah, Peranggung Jawab pada 5 (ima) wilayaly dapal dbaniu
okeh Pelaksana sesual dengsn kebutuhan,

{8) Penanggung Jawab-dan Pdekson a sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
danayatﬂbukm jabatan strukiural diangkat dan diberhentikan oleh

{7) Sebutan dan aian ums Peranggunyg Jawab sebagaimana dimaksud
pada ayal {6) ditelapkan Kepala Unil atas usul Kepala Seksi
Pelayanan

Baoian K _
Sekst Prasarana dan Sarana
Pasal 10

[1)Seksi Prasarana dan Sarana merupakan Satuan Kerja Lini Unit
Pengelola Parparkiran dalam pelaksanaan penpelolaan prasarana
- dan sarana.

{2) Seksi Prasaana dan Sarana dpimpin deh seocrang Kepala Seksi

yang berkedudukan di bawsh dan bertanggung jawab kepada Kepala
Urit,

{3) Seksi Prasarana dan Sarana mampunyai tugas ;

a. ‘menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dolumen Pelaksanaan Anggaran {DPA) Unit Pespeloka Perparkiman
sesud dengan Kngkup ugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Petaksansan Anggaran (DPA) Unit
Pangelola Perparkiran sesual dengan tinghup tugasnyz;

€. Menyusun standar kelersediaan dan keisikan prasaana dan
sarava teknis perparkiran;

d menyusun standar dan prosedur penyediaan, pemselinaraan,
perswgtan prasarana dan sampna teknis perparkjran

& maryusun Tencana kebutuhan penyediaan, pemeliharaan dan
pemwatan prasarana dan sarana eknls perpakiran;
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1 mepksanakan moniiorng dan evaluasi ketersedian dan kelatan
prasarana dan sarana. teknis perparkiran;

g. malaksanakan pemekharasn dan perawatan prasarana dan sarana
Eeknis perparkiran:

h meizksanakan pendatgan prasgana  dan sarana tokms
perparkiran,

i  melaksankaan koordinas! dan pengendallan pemanfaatan dan
penggunaan prasarana dan sarana teknis perparkiran

j melsksanakan administrast, perencanaan dan pengadaan tanda
refibusi parkir;

k. menyediakan dan menisiibusikan kebutuhan tanda retribusi
parkir;

i melaksanakan pengkalian poensi pemarkivan;

m. melasanakan evaliasi penyelenggaraan perparkiran;

n mengaji dan meneiti serfa menyusun format kera sama
penyelenggaraan parparkiran;

o menyiapkan bahan laporay Und Pengelola Perparitran yang
berkatan dengan tugas Seksi Prasarana dan Sarana dan

p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
. ‘Seksi Prasarana dan Sarana.

(4} Uguk  mempedancar dan  mengoptimatkan  pefaksenaan  hugas
sebagaimana dmaksud pada ayat (3) seta membantu Kepala Seksi
Prasarana dan Sarana dapat diangkat 2 {dus) orang Pehanggung
Jaweh tsgas lerentc dengan sebutan yang disesuaikan sgeria
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawsb kepada Kapala Seksl
Prasarana dan Sarana,

{5y Penanpoung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) buoken
jabdan struktural, diangkd. dan dibarhentikan oleh Kepala Urit.

(6) Sebutan dan urdan ugas penanggung Jawd sebagaimana dmaksud
Pﬂd&ﬂyﬂtﬂldma)&t{ﬁ}tfbmpkanKepalaUnuatasuMKapmar

Satuan Pengawas memal
Pasal 11

(N Satuan ‘Pengawas inemal (SP) merupakan unsur Pengawas Intermal
Unit Pengelda Perparkiren sebagal uil keda Dnas Perhubungan
yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah {PPK-BL UD};

(2¥ Satuan Pengawas inemal (SP1} sebagal unar Pangawas intermal
dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipengaruhi oleh Kepala
Subbagian, Kepale Seksi daniGiau pegawai Unit Pengelok
Perparkirar

{3) Satuan Pengawas Ntomal (SP1) melaksanakan fugas pengawasan
ntemal  terhadap pengelotasn dan pemanfRatan sumber daya

{Manusia, keuangan perengkapan dan metode) Unit Pengelola
Perparkiran;
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(4) Daam melaksanakan tugas sebagdmana dimaksud pada ayat (1)
Sauan Pengawas Intemal ynempuryai fongsi ;

ponyusunan petunjuk teknis pengawasan Lrieematk

penyusunan program kerla pengawasan imemal;

pelaksanaan kegialan pengawasan emat

pengelolaan dan petaporan hasll pengawasan internal;

penyusunan dan penyampaian rekomendasf findak lanjut dari hasi

pengawasan intemal yang tilakukan;

1 permamtauan dan evaluasl pelaksenasn reékomendasi tndak (anjut
has¥ pangawasan intemal yang diakukan;

g. pelaksanaan kegiatan pengawasan memal yang diperintahkan
Kepala Unik;

h pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan pemerksa/pangawas.
ekstenal danatau aparat pemeriksa Internal pemerintah; dan

I pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Satuan Pengawas nlemal;

Pasal 12
(1} Susunan keanggotasn Saluan Pongawas Internal terdir dari

a 1(satu) orang Kepala merangkap anggola;
b 1{satu) orang Sekretaris memngkap anggota, dan
¢ 1{satu) orang anggda.

{2) Unik  dapal diangkal sebagd Kepala, Sekretaris den Anggola
Satuan Pengawas Intemal, sekurang-kurangnya haus memenuhi
persyaratan sehagal berikut ;

Pegawai Negeri Sipi,

memiiki dedkasl yang tinggi dafarn menjatankan tugas;

memiliki kefeladanan dan dhormall ¢l kalangan pegawai Unit
P a Pemparkiran;
tidak pemah dikenakan hukuman dsiplin kepegawaian;
tidak pemah melakukan perbuatan tercela;

memilk pendidiian formal minimal diploma tiga (DIR); dan
mamilt inlegritas.

{3) Kepala, Sekretaris dan Anggols Sauan Pengawas intemal dianghat
dan dberentikan oleh Kepala Lnft untuk masa ugas 3 (tiga) tahun
din dopat diangkat kembali hanya wntuk satu kali masa tugas

© betikutnya,

(4j Hepada Satuan Pengawas htemal berkecdudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Unit

(5} Sekmiaris dan Anggols Saduan Pengawss Imbmal berkedudukan d

?FIMWMRMK&MWPW
mal.

CRegp

p =0 a 5T

{6) Dakam pelaimanam kegiatan pengawnsan iternal Kepala, Sekrataris
dan Anggota Saksan Pengawas Internal bertindak sebagal Tim dan
hasil pengawsasan seita rekomendasi Wndsk fanpst terhadap hasll
pengawasan yang dlakukan merupakan hasil bersama sebagai Tim



{(7)Keteiuan lebih [amut mengenai pemberfukan dan rindan tugas

Ketua, Sekretaris dan Anggola Safuan Pengawas nbemal datur
dengan Peraluran Kepda Unt

BAB V
ESELON
Pasal 13

(1)Kepala Uné schagaknena dimaksud delam Pasa 5 ayat (1) huruf a
merupakan Jabatan Siruldural Eselon #IA dan hanya dapa dipbat
Oeh Petavwai Neger Sl

(2} Kepala Subbagan sebagaimana dmaksud datam Pasal 7 ayat (2) dan
Pasal 8 ayat {2} merupakan Jabatan Stnukiual Esedon WA dan hanya
dapat dilzbel oleh Pegawai Megeri Sipil,

(3)Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayd (2) dan
Pasal 10 ayat (2) merupakan Jobstan Smukiral Esclon (WA dan
hanya dapat diabat oleh Pegawai Negeri Sipil

BAB WV
TATA KERJA

Pasal 4

{1)Dalam melaksanakan gas dan fungsinya Unit Pengeioka Perparkiran
wajib taat dan betpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

{2) Kepaa Unit mengembangkan koordinas! dan kea sama dengan

- Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerab
(UKPD) danatas ‘instansi Pemenntah/Swasla dalam rangka
meningkiatkan kinerja dan memperiancar pelaksanaan tugas dan
fungsi Urit Pengelola Parparkican,

Pasal 15

Kepalh Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ssfuan Pengawas
Imemal pada Unit Pongelola Perparkiran wailb melaksenakan tugas
masing-masiy sesud ketenuan peraturan perundang-undangan serta
menerapkan pfinsip koordinasi kerja sama, integrasi sinkronisasi,
simpiifikasi, akuntabitas, transparansi efektivitas don efisiensi

Pasal 16

(1) Kepala Unit, Kepaa Subbagian, Kepala Seksl dan Satuan Pengawas
intemal pada Unk Pengecla Perpakiran  wgib  memimpin,
mengoordinasikan, mengarahkan, membina, membarikan bimbingan
dan petunjuk pelaksanaan tugas sea menllai kineda bawahan
masing-masing.
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' (2) Kepaia Unit, Kepala Subbagian, Kepala Selsi dan Pegawai pada Unit
Pengelola Perparkiran waib mengilati dan mematutl  perintah
kedmasan atasan masingmasing sesudl dengan Kelentuan perafuran
perwviang-undangan.

Pasaal 17

Kepda Und, Kepda Subbagian, Kepala Seksi dan Satlum Pengawas
intermal pada Ukit Pengelola Perparkiran  wajib  mengawasi  dan
mengendalikan pekksonaan tugas bawshan masing-masing serta

mengambil langkah-tangkah yang dperlukan apabila menemukan adanya
pemmpangan danfata indiKEl penyimpangan.

Pasal 18

{1) Kepala Una, KepaIaSubbagan.Kepe-‘aSekst Satuan Pengawas
imtemal dan Pegawal pada Unit Pengolols Perparkiran wdjd
menyampaian laporan pelaksanaar tugas kepada atasan masing-
rmasing sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

{2) Atasan yeng fnenerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
 menindakdanuti dan menjadikan laporan yang dibgi ma  sebagai
bahan pengambilsn keputusan Sesuai kewenangan Masing-masing.
Pasal 40

(1) Sekrefarid Deersh melaks Biro Ortala melaksanakan pembinaan
kelembagasn, kefatalaksanaan dan pelaporan terhadap  Unit
Pengelola Perparkiran sebagai bagian dari perbinasn kelembagaan,

ketaiaiaksanaan dan pelaporan Dinas Perhubungan
(2} Ketentuan lebih Japjut mengenai pambinaan kslembagaan,
ketatalaksanaan dan pefaporan ssbegainana dimaksud pada ayat (1)
diatur - dengan Peraturan Gubermir,
BAE v
KEPEGAWAIAN
Pasal 20
Unit Pengelola Perparkiran sebagai Unit Keda Dinas Pethubungan yang
dapa mempunyai Pegawal yang terdin dari

a Pegawai Negeri Sipll.
b Pegawai Non Pegawal Negeri Siph.

Pasa 21

{1)Pegawal Negeri Sipll sebagaimana -dimaksud datam Pasal 20 hunuf a
merupakan Pegawai Negesi Spil Daerah,
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{2} Pengslolaan  kepegawsian Pegawai Neger Sipll sebagaimara
dimaksud dalan Pasal 20 fund 2a, ditsksonakan sesudl dengan
ketentuan peraturan penundang-undangan kepegawaian negara.

{3) Dalam pelsksanasan pengelolaan fepegawdian  Unit Pengelola
Permparkiran mendapat pembinasn dai Sekredanis Da rah melaid BYD

Pasal 22

{1)Pegawai Non Pegawal Negeri Spl pada Unit Pengelola Perparkitan
merupakan Pegawal Non Pegawa Negeri Sipil Unit Pengslola
Perparkiran

(2} Pengeiolaan  kepegawzian Pegawai Non Pegawai Negeri Sl
sabagdmana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, diaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pegawa Non
Pegawai Neger Sipll pada Sduan Kerja Peranghat DaerahfUrit Kerja

Keuangan Badan Layanan Umem Daerah
8A8 Vil
KEUANGAN
Pasal 23
Belanja pelksanaan mgas da-n fungsi Unit ‘Pengelola 'Perparkirm

pada :

a Anggaram Pendapatan dan Belanja Daerah,
b Pendapatan Operasional Unlt Pengelola Perparkiran.
¢ ‘Bantuan ata; hibah dari phhak ketiga yang sah dan tidak mengikat

Pasal 22

Pengelolaan keuangan Anggaran Pandapatan dan Belanja Daerah
scbagaimana dmaksud dalam Pasal 23 hungd a dilaksanakan sasuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan
neparatiaerah.

Pasd 25
Pangelolaan ksuangan pendapatan operasional sehagaimana dimaksud
dalam Pasa 23 hurel b diaksanakan sesual ketentuan peratswan
ngan d¢i Bidang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
'Umum Daerah.
Pasal 28
Pengelolaan keuangan bantuan atau ‘hbah sebagaimana dmaksud

dalam Pasal 23 huryf ¢, dlaksanakan sesunl e . ketenuan peraturan
penmdang-sdagan.
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BAB X
ASET
Pasal &7

(1) Aset yang dpemgunakan cleh Unit Pengeiola Perparkiran sebagal
prasarana dan sarana kerja medupakan aget daorah dengan slatus
kekayaan daersh yang bdak dipisahkan.,

{2) Pengelolaan aset sebagammana dimaksid pada aya (1) (Haksanakan
sesual keentuan porafuran perundangundangan di bidang keuangan
negarafdaerah dan kelentuon peraiuran perundang-undangan di
bldang ;pengelolaan barang M¥iX negara/daerah

Pasal 28

{1)Prasarana dan sarana kerja yang dterima dalam beruk pemberan,
hibah dan/stas bentuan dai pihak ketiga kepada Unit Pengelola
Perparidran dalain rangka pelasanaan twgas dan fungsinya
mempdcan penerimaan bareng daerah,

{2) Penerlrm-u bareng daerah a dmaksud pada ayat (1)
segem dilaporkan kapada Kepala ¢ vk selanjutnya dilaporkan
kepada Gubermur melaks Kepala BPKD selaka

Pojabat Pengelola
Dacrsh {PPKD) sekaligus Bendahara Umum Daerh
(BUD} untuk decatat dan dibukukan schagai aset daomsh,

BAB X
FORMASt JABATAN DAN STANDAR PERALATAN KERJUA
Pasd 29

(1)Kepala Unit dbantu oleh 1 (satu) orang Kapala Subbagian Tata
Usaha dan 1 (salu) orang Kepda Subbagian Keuangan, 1 (satu)
omang Kepala Seksi Pelayanan dan 1 {sal} orang Kepaa Seksi
Prasarana dan Saana sebagal bawshan langsung.

{2) Kepala Subbagian Tala Usaha dibantu sebanyak-banyaknya oleh
2({dua) orang Penanggung Jawab yakni

a. Pmanggmg Jawab Rumah Tangga yang membawsahi 17 {tujh
belas) Pejabal Fungsional Umum/Tertentu sebagal bawahan
langsung;

b. Penangung Jawab SDM yang membawshi 13 (iga belas) Pejabat
Fungsional Umum/Terteniu sehagai bawahan langsung

(3) Kepdla Subbagian Keuangan dbantu sebanyakbanyakrya oleh
2 (dua) orang Penanagung Jawab yakni:

a Penangoung Jawab Akuning yang membawahi 11 (seldas)
Pejabat Fungsional Urmum/Tertentu sebagai bawahan langsung;

b Panangung Jawab Perencanaan yang membawahi 3 (tiga)
Pejabat Fungsional UmumdTertentu sebagai bawahan langsung.
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{4) Kepala Seksi Pelayanan dibantu sebanyak-banyaknya oleh 7 {fujuh)
crang Penangung Jawab yakni:

a 5 (kma) Penangung Jawab Operasional wilayash yang mesing-
mashg membawahi 43 {empal puluh figa) Pejabat Fungsi onat
UmumiTerientu sebagai bawahan \angsung;

b i{salu} Penanqung Jawab Poneriban yang membawahl 17 {tujuh
beias) Pejabat Fungsional UmumiTertentu sehagai bawahan

¢ {satu) Penangung Jawab Palayanan yang membawahi 5 (fima)
Peabat Fungsional UmumyTeortenks sebagal bawahan langsung,

(6) Kepda Seksi Prasarana dan Sarana dibamtu sebanyalk-banyaknya
gleh 2 {dua) orang Penanggung Jawab yakni:

a. Penangung Jawab Penyedizan Sargna yang membawshi § (ima)
Pejabat Fungsional UmuméTertentu sebaga bawahan langsung;

b Penangung Jawsb Pendistrbusian Sarana yang membawahy
5 {ima) Pejebat Fongsional UmumfTertenty sebaga bawaban
langsung.

(6) Kepala Satuan Pengawas inlemal dbardu oleh 1 (salu) orang
Sekrelaris dan 1 (salu) orang Anggota

{7)Rincian formasi jabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3,

ayat (4), ayat (5), dan ayal {6) sebagaimama tercantum dalam
Lamplran 1 Peraturan Gubomaur inl.

(8} Rincian formasi jpbatan sebagaimana dimaksud pada ayat ()
meniadi acuan pengajuan kebutuhian pegawal Unit  Pengelola
Parparkiran.

Pasal 30

(1)Standar poradalan kera minimal sefiap jabatan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 29 sebagaimana tercantuen dalam Lampiran M
Poraturan Gubemir ni

(2) Standar peralatan kea minimal ssbagaimana dimakeid pada ayat (1)
‘menjadi acuan pengadazn peralatan kera Unit Pengetola Perparkiran.,
BaB X
PEHAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 31

{1) Unit Pengelola Perparkian menyusun dan menyampaken laporan
berkala tabunan, semester, triwadan, buanan danfatau sewakiu-
wakiu kepada Kepda Dinas.

{2) Laporan sebagaimana gimaksud pada ayal (1) antara lain mekiputi
laporan:
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kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai

keuangar

knerja,

kebutuhan, kekurangan dan kelebihan bareng alar prasarana dan
Saana kerja;

akuntabiitas; dan

pelaksanaan kegiatan

Pasaf 32

P

=

Dalam rangkkuntabiitas, Lnit Pengelola Perparkiran mengembangkan
sistem pengeéntahan miemai sebagal bagian dat sistem pengendalian
intemnal Dinas Perhubungan.

BAB Xt
PENGAWASAN
Pasat 33
Pengawasan terhadap Unit Pengelola Perparkiran ditaksanakan oleh -

A Lembaga negara yang mempunyal lugas memerksa pengelolaan dan
tanpgoung iawal keuangan hegara

b Aparat pemeriksa inkemsd pemerintah.

€. Inspektorat.

BAB XHI
KETENTUAN PERALHAN
Pasal 34

{1)Pada saal Perahwan Gubernur ini mulad beriaku, peraturan mengenal
penpgafian dan hzk pegowa lainwa serta peraturan kewajiban
pegawai letap beslaku selama baum ada peraturan baru yeng
mengdr  mengenai  hathal ersebut yang ditetapkan dengan
Perduran Gubernur,

{2 Persluran penggant peraturan penggallan dan hak pegawai lannya,
sorta perduran kewajban pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sudah harus dietapkan selambat-lambatnya 1 (satu) fahun terhilung
mulal berakunya Peraturan Gubemur i

{3) Apabila peraturan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat ()
belum selesai maka peraturan penggafian pegawai dan hak pegawai
lainnya sera kewajihan pegaws sebagaimana dmaksud pada ayat (1)
gugur demi hukum dan tidek bertaky lagi



BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Fasal 35

Pada saal Poraturan Gubernir i mulai berlaku Pematuran Gubemur
Nomor 128 Tahun 2007 temang Pembentukan Qrganisasi dan Tata Keda

Unit Pengeiola Perpatkitan. Dinas Perhubungan dicabut dan dinystakan
tidak berakuw

Pasal 36
Peraburan Gubemur ini mulal berlaku pada tanaga divndangkan.

Agar sefiap orang mengetahwinya, memermtatkan  pengundangan
Peranm&hermndangmpenemp@iamyadalamﬁermnaemh
Provinsi Daerah Khusus bukota Jakarta,

Dietapkan di Jakarta
padatanggal 7 Juni 2010

GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

%

Diundangkan o Jakaria
padatanggal 16 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINS DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

MJIHAYAT
NP 050012362

~ BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NWOMOR 114
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BAGAN. SUSUNAN ORGANISAS
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KEPALA UNT
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SUBBAGIAN SUBBAGIAN SEKS| mfsﬁm
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Lampiren 1| @ Poraturan Gubernur Provinst Daerah Khusus

MNomor 110 TAHUN 2010
Tanggal 7 Juni 2010

FORMASI JABATAN PADA UNIT PENGELOLA PERPARKRAN

NO NAMA, JABATAN SYARAT PENDIDIKAN ESELON | JUMLAH
T | Kepda Unit = 81 Humaniora i A 1
- Didatl Kapemimpnan
Tingkat It
Keuangan
- Dkiat Manajereon
Perkartoran
- Dikla Parfubungan
Jumlah 1
11 i Kepda Subbagian Tatai- $1 kmu HukumiHomaniora ;. VA 1
Usaha - Diki2 Kepemimpinan
Tingkat TV
- Dilda Administrasi
Poskaioran
- Dikiat Administrasi

Kepegawaian
- Dida Pengelolaan
Kauangan Daerah
~ Dikat Pengadaan Barang
- dan Jasa 5
1. | Penangung Jawab - 31 Manajemen/Sosia 1
Rumah Tangpa - DIN Administrasi
= Dilat Adminisirash
Perkanioran
Keasrsipan
- Dida Komputer
Pengadminlstrasi - D R Admitistrasi 2
Pimpinan - Didat Admmistrasi
Perkantoran
Diklat Kompustar

O I Kompuker 1
Diklal Adeninistrasi

Perkantoran

- Didat Kopwputer
Perkantpran

Penenma Surat - DI m&m 2
Perkanioran

- Didat Komputer

N Perkantoran

Pranata Kosmguler




NAMA. JABA TAN

SYARAT PENDIDIKAN

ESELON

JUMLAH

Pengurus Bateng

Dill Adrvinistras
Pearkanioran

Diklat Pengadaan Barang
dan Jasa

- Dilat Komputer

Perkantoran

Pengurus Rumah
Tangga -

D Hl Adminustrasi

+ Dzt Bendahara Barang

Dildat Kompuder
Didd Pengadaan Barang
dan Jsa

Pesuruh

SMA
Ot ﬁxrsnpans

Camka - '

SMA

Diklat Adrrinistrasi
Drikiat Arsiparis

Petugas Pengamanan
Kantor

SMA
Dikist Pamdal

Penangung Jawab SDM

S1 ManajermerSosial
Dt Administrasi
Dikiad Administras
Perkanioran

Dikiat Satminkal/
Kearsipan

Pengadminstrasi Umum

D il Administras]
Dikiat: Admintstras)
Porkantoran
Diklat Kompurter
Perkanioran

Kesejahte_raan-: Pegawai

D i Adminsirasi
Dildat Acministrasi
Perkantoran
Dikdat Komputer
Parkanioran

Informasi -

Kepagawaan/Operator
Handkey

DHI Adimerustrasi
Perkandoran
Dikiat Komputer

Porkantoran

Pangumin dan
Pengelola Data
Kepggawa!m

O 1l Administrasi
Diidal Administrast
Perkanicran
Dikial Kompule!
Perkanioran

F’engadrwmstrasi
Pengembangan Karter
Peg:?wa

i

Dl Adrrenistrasi
Dikial Admindztrasi
Perkantoran
Diklat Komputer
Padkantoran

Diklat Administrors

Kepegawsia




NAMA. JABATAN

SYARAT PENDIDIKAN

ESELON | JUMLAH

Doker Poliklinik ‘Umym

Dokder Umum
Diklat Teknik
Kesehatan,...

Dokeer Polikinik Ggi

Dokler Gigi
Dikiat Teknk Keschatan

Jumiah

Kepaia Subbagian
Keuangan

51 EkonomidAkurtansi
Dikla Kepemimpinan
Tigkal IV

Perkanloran
Dikla Pengelotaan
Keuangan Daerah

Dildat Pengadaan Barang
dan Jasa

v 1

Penanggung Jawab
Akunting

51 Ekonomid Akurtansi
Diklat Administiasi
Perkantoran

Dildat Pengelolaan
Keuangan Daemh

Diat Pangadaan Barang

dan Jasa

Bendshara Pengeluaran

D ¥ AkuntensiEkonom|
Diklat Bendaharawan
Diklal Administrasi
Keuangan

Diklat Kompeder

Pembaniu Bendahara
Pengeluaran

DIl AkurdansiEkonomi
Diklat Bendaharawan
Dikist Adminjstrasi
Keuangan

Pembanby Bendahgra
Panerimaan

Diklat Bendaharawan
Diklat Adivinistrasi
Kevuangan

Dikld Komngister

Petugas Loket

SMA
Diklat Bendaharawan
Diklat Komputer

Penyusun Verifikagj

DIl Aluntansi/Ekonarmi
Dikkt Bendaharawan
Dikat Administrasi
Keuangan

Diklat Kemputer

Pengurus/Petugas. SPP
dan SPM

DIl AkuntansiBkonomi
Dikdat Bendaharawan
Diklat Admini strasi
Keuangan

Diklet Komaoiser




NO

NAMA JABATAN

SYARAT PENDIOWAN

ESELON

Penyusun RKA, dan
DPA

- Dixlat Bendaharawan

Dt AkuniansyVEkonomi

Diklat Admingtrasi

Keuangan
Dildat Kompter

Penyusun Surat Tugas
dan'Laporan

D Ml AkuntansiEkonami
Diklat Berndaharawan
Dikiot Adminisirasi
Keuangan

Dribdat ‘Kompiter

Penanggung Jawab
Pefencanaan

- Diklat Pengadaan Barang

51 EkonomifAlwntanad
Perkardoran

Cikkx Pengelolaan
Keuwangan Daerah

dan Jasa

Pengadminigtrasi
U

+

D IH Administrasi

Dikial Adnin

Perkantoran

Diklat SatmarkalXaarsipan
Diklat Komoder

Operator Kompuler

O I Kompuser
Dikdat Kompiter

Pengumpul dan
Fengolah Data

D Wl Administrasi
Dikdat Administrasi

Jumtah
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Kepala Seksi Pelayanan

Penangumg Jawab
Qperasional (5 Wilayah)

Pengadministrasi Umum

Qperator Komputer




NAMA JABATAN

SYARAT PENOIDIKAN

ESELON

JUMLAH

Pelakzana Operasional
{Asmen)

D R Administrasl

Dikiat Administrasi

Poricaantoran

Diklat Komputer
Perkantoran

13

Keorap Tepi Jalanf
Peralatan

D11 Administrasi
Diklat Adminkstrasi
Petkantor an

Dikld Kompuler
Parkantoran

101

Jurny Parkic

SMA
Dikiat Perpakiran_

Penanggung Jawab
Penertiban

51 Manajemen/Sosial
Daklt Administras
Perkantoran

Dilal Kompuler
Perkantotan

Pengadministrasi Umum

D 11 Administrasi

Dlal Administrast
Perkantoran

Dikat Satrminkalearsipan
Dildat Komneador

Operator Komputer

0 Il Kornputer
Diwdad Kormprades

Petugas Peneriiban
Parkic Tepi Jatan

G 11 Adminisirasi
Dikiat Administrasi
Perkanto ran

Dilclat

Perkantoran

Petugas Penariiban
Sistern Gada

DN Administrasi
Diklal Administrasi
Perkanioran

Diklat Kompuier
Perkantoran

Petugas Peneriban
Parkir Swasta

D § Administrasi
Diklat Administrasi
Perkanioran

Dikdat Komputer
Perkantoran

Peneanggung Jawab
Peltayanan

S1 Imu HukumMumaniors
Dikia Adminisirasi
Perkantoran

|m Kmmr
Periantoran

D Il Acknirestrasi

Dikiat Adninéstrasi
Perkantoran

D Wt Salmiri-:ﬂmearsipan

Opergor Kompuer

= DT Kompeter

Dikdat Kormnmet er




NAMA JABATAN

SYARAT PENDIDIKAN

ESELON

JUMLAH

Pengadministrasi
Registrasi lzin

- Dl Admiristrasi

Dklat Adminisirasi
Peskantoran
Diklat Komputer
Perkant oran

Verifkast [zin

D Il Administrasi
Didat Administrasi
Pearaniocn

Diklat Komputer

. Perkantoran

Pembust Swrat Tugas
dan Pelaporan

D i Adreinisirgsi
Diklai Adminstrasi
Parkanioran
Diklat Komputer
Perkantoran

Jumlah

Kepala Seksi Prasana
dan Sarana

31 ManjermenHumaniora
Diklat. Kepermimpinan
Tingka 1

Dilat Administrasi
Perkantotan

Dikla Administrasi

Kepagawd.an

Dkiat Pengelolaan
Keuangan Daeish
Oaat Pengadzan Barang
dan Jasa

Wia

Penanggung Jawab
Penwediaan Sarana

S1 ManajemeniSoslal
Dklat Adrowistrasi
Perkantoran

Dildat Komparer
Perkantoran

Pengadministrasi Usnim

DIl Admirstras:
Diklat Adimiri sras)
Perkantoran.
DiMak Kompidor

Qperagor Komguier

] 1 L] ] 1

il Komputer
Dikla Kompusier

Juru Gambar

DN Assteks{Sipit
Diklat Teknik Ganbrar
Dildat Kompader Gambar

Penanggung Jawab
Pendistribusian Sarana

1 1 L} ) 1

1 Manalemen/Sosial
Dikist Adiministrasi

Dikla Kompuier

D W Administrasi
Diklat Administrasi

Perantoran
Diklat SatminkalWearsipan
Diklat Komputer

Qparater Komputer

L2 A N |

DN Kompiter
Diklat Kompwader
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NAMA. JABATAN

SYARAT PENDIDIKAN ESELON { JUMLAH

'Pelak:sana

Petwhstribusian

Jumlab

13

Satuan Pengawas

iemal

Kepala

Sekretaris

Anggota

Jumlah -

Jumiah Total

312
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Lempiran i

STANDAR PERALATAN KER.JA PADA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN

Peraturan Gubemur Provinsi Daerah Khusus

bukota Jakarta

Momor 110 TAHUM 2010

Tanggal 7 Junj 2010

NAMA, JABATAN

I

PERALATAN KERJA ©  JUMLAH : JWLAK
1 2 3 4 5
1 | Kepaa Unit Minibus 1 unit
Notebook 1 T Ll
Telspon 1 buah
Whie Board 1 buah
Filliny Kabinet 1 buah
Il | Kepala Subhagian Tata Usaha Komputes 1 unit
Prinfar 1 it |
Telepon 1 buah
white Board 1 buah
Filling Kabnet 1 buah
1. Pensnggung Jawab Komputer 1 unt
Printes 1 unit
Tedepon 1 bush |
Filling Kabinct 1 buah |
2 Pengadministrasi Pimpinan Komputar 1 unt |
Prinder 1 unit |
Telepon 1 bueh
Fax 1 L
Meszin Kefik 1 buah
Fiiiing Kabinet 1 buah
3 Pranate Kompuler Komputes 1 Uik
Printer 1 Anit
Fing Kabinet 1 buah
4. Peonerima Suraf Keomputer 1 unit
Prirver 1 unit
Buku Tanda Terima 1 buah
Filing Kabinet 1 buah
2. Pengunis Barang Komputer 1 unit
Prines 1 unit
— Buku Barang 1 buah
Fillirg Kabinet 1 buah
6._Penpurus Rumah Tangga nfocus 1 unit
Screen b B
LCD 1 unit
Tool Kit 1 st
Filing Kabinet | 1 Buah




NO T NAMA JABATAN PERALATAN KERJA | JUMLAH | JUMLAH
7.Caraka Sepada Molor 1 unit
Fillir Kabinet 1 Buah
£ Pesuruh Sapeda Motar 1 unit
9. Potugas Pergamanan Kander | HT 1 unit
Telsnon 1 buah
10. Dokter Poliklinik Peralatan Kedoktaran 1 unit
Telaporn 1 buah
Fling Kabinet 1 buah
B Kepala Subbagian Keuangan Kamputer 1 Lnit
Prirder 1 unit
Tolapo 1 buah
White Board 1 buah
Fithng: Kabinat 1 bugh
1. Penangmang Jawab Komparer 1 pnit
Printer 1 unit
Telonon 4 bush
Filling Kabinet 1 bumh
2. Bendahaa Pencelusan Komputer 1 unit
Printey 1 unil
Kallutator 1 buah
Mesn Htung 1 buah
Brankas 1 busah
Kerlas 1 ynit
3 Pembaniu Bendahara
Pengeiuaran Kornpitter 1 unit
Prinker 1 ot
K ateulalor 1 buah
Mesn 1 bisah
Mesin Penghancur
Korlag 1 il
Tedepon 1 buah
Fliing :Kabmnet 1 buah
4 Bandaham Penerima Keiniputer 1 unit
Prinker 1 Uit
Kalkulator 1 buzh
Mesin Hitung 1 buak
Brankas 1 buah
Measin Penghancar
Kettas 1 unit
Tedapon ) busah
Filling Kabinet 4 buah




NO NAMA JABATAN PERALATAN KBRIA T JUMCAR T JUMLAH |
5 Pembantu Bendahara Komparter 1 unit
Penerima
Prinfer 1 Lnit
KRk ROE 1 buaky
Mesin Hitunig 1 buah
Kertas 1 unit
Telapon 1 buah
Filling Kabinet 1 buah
6. Petugas Loket Blanko Kascis
Kompter 1 [TT{14
Prinder 1 Lrit
Kalasrator 1 buah
Mesin Hitng 1 buah
Fiding Kabinet 1 buah
7. Penyusun Verifikasi Kotvipuder 1 unit
Printer 1 -uni
Kalkutatoc 1 buah
Mesin Hiturg 1. bush
Mesn Panghancur
Kertas 1 Ui
Telepon 1 buah
Fiing Kabinct 1 buzh
& PengurusPetupgas SPP dan
SPM Kormputer 1 unit
Printer 1 unit
Kallasalor i buah
Mesin Hity 1 buah
Mesin’
Kertas 1 ot
Telopon 1 buah
Filling Kabinet 1 buah
5. Penyusyn RKA dan DFA Komputer 1 unit
Pmler 1 it
Kalkulator 1 buah
Mesin Hitung 1 buzh
Telenon 1 ‘buah
Filling Kabinel 1 Lol
10. Penyusun Swal Tugas dan
Lapiofan Xomnmier 1 LNt
Ponter 1 unit
Telepon 1 buah
Filing Kabinet 1 buah
IV | Kepala Seksi Palayvanan Kompuiter 1 unit
Printer 1 unit
Telepon 1 buah
VWhile Board 1 buah
Filling Kabicet 1 buzh




NAMA, JABATAN BERALATAN KERJA_ | JUMLAH | JUMLAH |
1. Penangnung Jawab Kompitter 1 unit
Prinker 1 Uit
Telepon 1 buah
Fillingg Kabwet 1 buah
2. Paygadmimstrasi Umum Komputer , wnit
Printer 1 unit
Telopon 1 buah
Fax 1 unit
Mesin Kelk 1 bush
Filing Kabinet 1 huah
3 Operator Komputer Komptes 1 uni
Prirter 1 unit
Filizyg Kabmet 1 buzh
4, Pelaksana Operasional Kompirier 1 unit
Preter 1 Linit
Fllirys Kabinet i tuah
8 Koorlap Tepi JalanLingkungan' | Komptier 1 unit
. Getung/Peralatan
Prnier 1 il
Filling Kebinet 1 buah
6. Petugas Penettiban Pakir Tepi | Kompuier I unit
Jalan
Printar 1 unit
Filing Kabihel 1 uoll
7.Petugas Penertban Sistem Komputer 1 unit
Gan
Printer 1 unit
iy Kabmet 1 unit
8 Felugas Peneriban Farkr Korputer 1 it
Swasta ' ]
Erimer 1 it
Filings Kabinet 1 it
Kepala Soks! Prasarana dan Komputer 1 unit
Sarana
Peinter 1 unit
Telenon 1 biah
While Board 1 Duah
Filing Kabinet 1 buah
1. _Panargiouns Jawab Kompter 1 wnkt
Printer 1 it
Tejanorn 1 buah
_ Filing Kabinet i buah




NG | NAMA JABATAN "PERALATAN KERJA | JUMLAH | JUMLAH
2. Pengadministrasl Umum Kompuled 1 uynit
Prirter e unit
Teleoon 1 buah
Fax 1 urit
Masin Ketik 1 buah
Al Kabinot 1. busah
3. Dparator Kompuier Kompuler 1 unit
Printer 1 unit
Filirng Kabinet 1 buah
4 Jury Gambar Komputer - 1 unit
Prirter 1 unit
Fit:g Kabinet 1 buah
Mep Gambar 1 unit
Printer 1 unit
Fifirg Habine 1 buah
5. Pelaksana Pendisiribusian Kornputer 1 unit
Pririer 1 unit
Fring Kabinet 1 un
Vi | Satuan Pengawas Intemal Kornputer 1 unit
Prnter 1 unit
- T 1 buah
While Board 1 buah
- Filling Kabinet 1 buah
1. Rapals Wompuler ) Lt
Prinker ), Lnit
Telepor Y- bush
White Board 4 bugh
Filing Kabinet 1 buah
2. Sekretais Kompuier 1 unit
Printer i 1 unlt
Teleoon ) buah
YWhite Board 1 buah
Fifing Kabinet 1 buah
3. Angaois ¥omoidar 1 unit
Prinder 1 unit
Tedepan 1 buah
Whie Board 1 bugh
Filing Kabinet 1 buah’

£, GUBERMUR PROVINS! DAERAH KHUSUS
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